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Pengembangan Bisnis
Susah, Tapi Kalau
Buat Rakyat Okelah

SENAYAN udak memper-
masalahkan langkah pemerintah
mengajukan anggaran schesar Rp
72,44 triliun untuk menyuntk 12
perusahaan negara. Dana terse-
but harus mampu mengangkat
perekonomian negara, lerutama
rakyat yang memang tengah
kesusahan akibat pandemi.

“Tentu kita akan melihat -
juan PMN (Penyertaan Modal
Negara -red) ini. Apalagi saat
ini kan memang kalau untuk
pengembangan bisnis memang
cukup susah karena situasi lagi
sulit. Tapi kalau untuk penu-
gasan. OK-lah buat rakyat.” kata
anggota Komisi VI DPR Darmadi
Durianto di Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, pe-
merintah mengajukan anggaran
sebesar Rp 72,44 triliun ke
Komist VI untuk menyuntik
12 perusahaan pelat merah.
Kucuran dana tersebut meng-
cunakan mekanisme PMN, yang
nantinya akan menjadi bagian
uang negara dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun Anggaran 2022,

Komisi VI, lanjut Darmadi,
tentu akan mendalami lebih dulu
permintaan tersebut. Apalagi
dana yang diajukan cukup besar,
bahkan terbesar dari yang dulu-
dulu pernah diajukan pemerintah
ke DPR. Senayan nantinya akan
melakukan kajian untuk me-
mastikan suntikan dana ini bisa
menciptakan benefit yang luas
bagi masvarakat

“Kita akan melihat kembali tu-
juan peruntukannya. Kan tujuan
pendiriannya untuk masyarakat
luas. Ada economic value dan
juga financial value. Ini jadi
kriteria kita untuk menilai apa-
kah ini bermanfaat besar bagi
masyarakat,” jelasnya.

Selain untuk kepentingan
rakyat. lanjut politisi PDI
Perjuangan ini, PMN ini seda-
pal mungkin bisa menciptakan
laba yang ujung-ujungnya bisa
memberikan dividen ke negara.
Tentu negara punya harapan be-
sar, suntikan dana Rp 72 triliun
ini bisa menghasilkan dividen
yang sangal memuaskan bagi
pemerintah.

“Dikasih Rp 72 triliun kan
vjung-ujungnya dividen. Jadi
jangan hanya lihat pajaknya
saja yang dikasih ke negara, tapi

“ -

Darmadi Durianto

dividennya dong.” harapnya.

Untuk itu, lanjut dia, DPR
akan melakukan penilaian terha-
dap masing-masing perusahaan
negara yang akan menerima
kucuran-dana ini. Salah satunya
di perbankan. di mana dua bank
pemerintah akan menerima dana
PMN.

Pertama. PT Bank Negara
Indonesia (BNI) sebesar Rp 7
triliun untuk pengembangan
bisnis dan penguatan modal guna
meningkatkan modal tier I dan
Capital Adequacy Ratio (CAR).
Kedua, PT Bank Tabungan
Negara (BTN} sebesar Rp 2
triliun juga untuk meningkatkan
modal Tier I dan CAR.

“Kita akan lihat, benar nggak
untuk pengembangan bisnis.
Jangan sampai nanti minta
PMN tapi buat gali lubang tu-
tup lubang. Ttu tidak boleh PMN
buat itu.” jelasnya.

Memang salah satu persoalan
vang dialami perbankan se-
lama masa pandemi ini. menu-
rut Darmadi. terkait good
governance atau lata kelola
perbankan. Dikhawatirkan, dana
PMN ini untuk membiayai kredit
macel yang sebenarnya sudah
schat lagi.

“Nah supaya nggak macet,
dikasih lagi supaya bisa bayar
bunganya. Itu di BTN banyak
itu. Kalau PMN digunakan
untuk demikian, tentu tidak
boleh. Karena itu tujuannya
menjadi sangat penting.” tam-
bah dia. mKAL



